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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengendalian Intern

Perusahaan yang masih mempunyai ukuran relatif kecil dimana kegiatan perusahaan dapat dikerjakan oleh beberapa orang, manajemen dapat mengawasi dan mengendalikan segala sesuatu yang terjadi dalam perusahaan secara langsung. Setelah perusahaan berkembang menjadi besar, maka partisipasi manajemen tidak dapat seperti keadaan sebelumnya, hal ini disebabkan karena ruang lingkup dan luas perusahaan telah berubah sedemikian rupa sehingga struktur organisasi menjadi kompleks. Dilain pihak, manajemen tetap berkewajiban untuk menjaga aktivitas perusahaan, mencegah dan menentukan kemungkinan terjadinya kesalahan dan penggelapan.

Untuk kepentingan sebab-sebab diatas, maka manajemen berkewajiban untuk membentuk pengendalian intern yang memadai guna menjaga aktivitas dan catatan perusahaan, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan serta prosedur yang telah ditetapkan guna mencapai tujuan perusahaan. Pengendalian ini disusun oleh manajemen setelah mempertimbangkan baik biaya maupun manfaat pengendalian tersebut, tetapi keberhasilan tetap tergantung pada kompetensi dan keandalan dari pelaksanaannya. Selanjutnya untuk mengaplikasi pemahaman tersebut diatas, berikut ini penulis menguraikan mengenai pengendalian intern, tujuan pengendalian intern, unsur-unsur pengendalian intern dan keterbatasan pengendalian intern.

2.1.1 Pengertian Pengendalian Intern


Pengendalian intern berhubungan dengan kebijaksanaan dan prosedur yang ditetapkan oleh perusahaan untuk memberikan kepastian yang wajar agar tujuan perusahaan dapat dicapai. Pengendalian intern merupakan salah satu alat untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa semua transaksi telah diotorisasi dan dicatat serta diolah seluruhnya dengan cermat dan tepat waktu.

Menurut Warren Reeve Fess yang diterjemahkan oleh Aria Farahmita, Amanugrahani dan Taufik Hendrawanan pengertian pengendalian intern adalah : 

“Pengendalian internal (internal control) adalah kebijakan dan prosedur yang melindungi aktiva perusahaan dari kesalahan penggunaan, memastikan bahwa informasi usaha yang disajikan akurat dan meyakinkan bahwa hukum serta peraturan telah diikuti”.  (2005:235)

Sedangkan menurut Mulyadi  pengertian pengendalian intern adalah :

“Suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personil lain yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan yaitu keandalan pelaporan keuanga, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku serta efektivitas dan efisiensi operasi”. (2002:180)

Berdasarkan pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengendalian intern adalah suatu rangkainan tindakan yang terdiri dari kebijakan dan prosedur-prosedur yang dilakukan oleh perusahaan agar tercapainya tujuan perusahaan. Kebijakan adalah program yang dibuat oleh manajemen sebagai penentu dan mengatur agar tujuan oraganisasi tercapai. Prosedur adalah suatu urutan kegiatan krerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. 

2.1.2 Tujuan Pengendalian Intern

Menurut Warren Reeve Fess yang diterjemahkan oleh Aria Farahmita, Amanugrahani dan Taufik Hendrawanan, tujuan pengendalian intern adalah:

“Tujuan pengendalian intern adalah untuk memberikan jaminan yang wajar bahwa (1) Aktiva dilindungi dan digunakan untuk pencapaian tujuan usaha, (2) Informasi bisnis akurat, (3) Karyawan mematuhi peraturan dan ketentuan” (2005:236)
Penjelasan dari kutipan diatas adalah sebagai berikut:
1. Aktiva dilindungi dan digunakan untuk pencapaian tujuan usaha


Pengendalian intern dapat melindungi aktiva dari pencurian, penggelapan, penyalahgunaan atau penempatan aktiva pada lokasi yang tidak tepat.  Salah satu pelanggaran yang paling serius adalah penggelapan oleh karyawan. Penggelapan oleh karyawan (employee fraud) adalah tindakan yang disengaja untuk menipu majikan demi keuntungan pribadi, seperti penipuan pelaporan beban yang berlebihan.

2. Informasi bisnis akurat


Informasi bisnis yang akurat diperlukan demi keberhasilan usaha. Penjagaan aktiva dan informasi yang akurat sering berjalan seiring, sebabnya adalah karena karyawan yang ingin menggelapkan aktiva juga perlu menutupi penipuan tersebut dengan menyesuaikan catatan akuntansi.
3. Karyawan mematuhi peraturan dan ketentuan

Perusahaan harus mematuhi perundang-undangan dan peraturan yang berlaku serta standar pelaporan keuangan.
Sedangkan menurut Mulyadi tujuan pengendalian intern adalah 
“Pengendalian intern bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai dalam pencapaian tiga golongan tujuan, yaitu keandalan informasi keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, efektivitas dan efisiensi operasi yang berlaku”. (2002:180)

Dari dua pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan dari pengendalian intern adalah untuk dipatuhinya peraturan dan hukum yang berlaku, menjaga kekayaan perusahaan, keandalan informasi, efektivitas dan efisiensi operasi. 

2.1.3 Unsur-unsur Pengendalian Intern

Unsur-unsur pengendalian intern menurut Sukrisno Agoes adalah:

 “Pengendalian intern terdiri dari lima komponen yang saling terkait berikut ini (1) Lingkungan Pengendalian (Contol Environment) (2) Penaksiran Resiko (3) Aktivitas Pengendalian (4) Informasi dan komunikasi (5) Pemantauan (Monitoring)”. ((2004:79)
Unsur-unsur pengendalian intern dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian (Contol Environment)

Lingkungan pengendalian menetapkan corak suatu organisasi dan mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian intern yang lain, menyediakan disiplin dan struktur. Lingkungan pengendalian mencakup hal-hal berikut ini :

a. Integritas dan nilai etika

b. Komitmen terhadap kompetensi

c. Partisipasi dewan komisaris dan komite audit

d. Struktur organisasi

e. Pemberian wewenang dan tanggung jawab

f. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia
2. Penaksiran Resiko

Risiko yang relevan dengan pelaporan keuangan mencakup peristiwa dan keadaan intern maupun ekstern yang dapat terjadi dan secara negatif mempengaruhi kemampun entitas untuk mencatat, mengolah, meringkas dan melaporkan data keuangan konsisten dengan asersi manajemen dalam laporan keuangan. Risiko dapat timbul atau berubah karena keadaan berikut ini :

a. Perubahan dalam lingkungan operasi

b. b.
Personel baru

c. Sistem informasi yang baru atau yang diperbaiki

d. Teknologi baru

e. Lini produk atau aktivitas baru

f. Restrukturisasi korporasi

g. Operasi luar negeri

h. Standar akuntansi baru

3. Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa arahan manajemen dilaksanakan. Aktivitas tersebut membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan untuk menanggulangi resiko dalam pencapaian tujuan entitas sudah dilaksanakan.

Aktivitas pengendalian mempunyai berbagai tujuan dan titerapkan diberbagai tingkat organisasi dan fungsi. Umumnya aktivitas pengendalian yang mungkin relevan dengan audit dapat digolongkan sebagai kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan hal-hal berikut ini:

a. Review terhadap kinerja

b. Pengolahan informasi

c. Pengendalian fisik

d. Pemisahan tugas

4. Informasi dan komunikasi

Informasi dan komunikasi merupakan unsur penting dari pengendalian internal. Informasi mengenai lingkungan pengendalian, penilaian resiko, prosedur pengendalian dan pemantauan diperlukan oleh manejemen untuk mengarahkan operasi dan memastikan terpenuhinya tuntutan-tuntutan pelaporan serta peraturan yang berlaku. Manejemen juga dapat menggunakan informasi eksternal untuk menilai peristiwa dan keadaan yang berpengaruh terhadap pengambilan keputusan dan pelaporan eksternal.

5. Pemantauan (Monitoring)
Pemantauan adalah proses penilaian kualitas kinerja intern sepanjang waktu. Pemantauan dilaksanakan oleh personil yang semestinya melakukan pekerjaan tersebut, baik pada tahap desain maupun pengoperasian pengendalian pada waktu yang tepat untuk menentukan apakah pengendalian intern beroperasi sebagaimana yang diharapkan dan untuk menentukan apakah pengendalian intern tersebut telah memerlukan perubahan karena terjadinya perubahan keadaan.

2.1.4 Keterbatasan Pengendalian Intern


Pengendalian intern setiap entitas memiliki keterbatasan bawaan. Oleh karena itu, pengendalian intern hanya memberikan keyakinan yang memadai, bukan mutlak kepada manajemen dan dewan komisaris tentang pencapaian tujuan entitas. Menurut Mulyadi Keterbatasan bawaan pengendalian intern adalah :

“ Keterbatasan bawaan yang melekat pada setiap pengendalian adalah: (1) Kesalahan dalam pertimbangan, (2) Gangguan, (3) Kolusi, (4) Pengabaiab oleh manajemen, (5) Biaya lawan manfaat”. (2002:181)
Penjelasan dari keterbatasan pengendalian intern adalah sebagai berikut:
1. Kesalahan dalam pertimbangan

Seringkali manajemen dan personel lain dapat salah dalam mempertimbangkan keputusan bisnis yang diambil atau dalam melaksanakan tugas rutin karena tidak memadainya informasi, keterbatasan waktu atau tekanan lain.

2. Gangguan


Gangguan dalam pengendaliam yang telah ditetapkan dapat terjadi karena personel secara keliru memahami perintah atau membuat kesalahan karena kelalaian, tidak adanya perhatian, atau kelelahan. Perubahan yang bersifat sementara atau permanent dalam personel atau dalam system dan prosedur dapat pula mengakibatkan gangguan.

3. Kolusi 

Tindakan bersama beberapa individu untuk tujuan kejahatan disebut dengan kolusi (collusion). Kolusi dapat mengakibatkan bobolnya pengendalian intern yang dibangun untuk melindungi kekayaan entitas dan tidak terungkapnya ketidakberesan atau tidak terdeteksinya kecurangan oleh pengendalian intern yang dirancang.

4. Pengabaian oleh manajemen

Manajemen dapat mengabaikan kebijakan atau prosedur yang telah ditetapkan untuk tujuan yang tidak sah seperti keuntungan pribadi manajer, penyajian kondisi keuangan yang berlebihan.
5. Biaya lawan manfaat


Biaya yang diperlukan untuk mengoperasikan pengendalian intern tidak boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari pengendalian intern tersebut. Karena pengukuran secara tepat baik biaya maupun manfaat biasanya tidak mungkin dilakukan, manajemen harus memperkirakan dan mempertimbangkan secara kuantitatif dan kualitatif dalam mengevaluasi biaya dan manfaat suatu pengendalian intern.
2.2 Penjualan Kredit


Menurut Soemarso penjualan kredit adalah: 

“Penjualan kredit adalah kelonggaran yang diberikan perusahaan kepada pelanggan pada waktu malakukan penjualan. Kelonggaran-kelonggaran yang diberikan biasanya dalam bentuk memperbolehkan pelanggan tersebut membayar kemudian atas penjualan barang atau jasa yang diakukan, misalnya dengan syarat penjualan 2/10, n/30”. (2005:338)
Setiap penjualan barang atau jasa menimbulkan adanya hak dan kewajiban bagi pihak penjual maupun pembeli. Penjualan tunai dilaksanakan oleh perusahaan dengan cara mewajibkan pembeli melakukan pembayaran harga barang terlebih dahulu sebelum barang diserahkan kepada pembeli sedangkan dalam penjualan kredit kewajiban penjual adalah menyerahkan barang atau jasa sesuai kesepakatan bersama dengan pembelinya dan kewajiban pembeli adalah membayar sejumlah uang atas barang atau jasa yang telah dibelinya pada waktu yang telah ditentukan.
2.2.1 Fungsi Yang Terkait

Menurut Mulyadi fungsi yang terkait dalam penjualan kredit adalah: “Fungsi yang terkait dalam sistem penjualan kredit adalah (a) fungsi penjualan, (b) fungsi kredit, (c) fungsi gudang, (d) fungsi pengiriman, (e) fungsi penagihan, (f) fungsi akuntansi.” (2001:211)

Penjelasan dari fungsi-fungsi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Fungsi penjualan

Fungsi ini bertanggung jawab untuk menerima surat order dari pembeli, mengedit order dari pelanggan untuk menambahkan informasi yang belum ada pada surat order tersebut, meminta otorisasi kredit, menentukan tanggal pengiriman dan mengisi surat order pengiriman.
b. Fungsi kredit

Fungsi ini berada dibawah fungsi keuangan yang bertanggung jawab untuk meneliti status kredit pelanggan dan memberikan otorisasi pemberian kredit kepada pelangga. Sebelum order dari pelanggan dipenuhi, harus lebih dahulu diperoleh otorisasi penjualan kredit dari fungsi kredit.

c. Fungsi gudang

Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyimpan barang dan menyiapkan barang yang dipesan oleh pelanggan serta menyerahkan barang ke fungsi pengiriman.

d. Fungsi pengiriman

Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyerahkan barang atas dasar surat order pengiriman yang diterima dari fungsi penjualan dan bertanggung jawab untuk menjamin bahwa  tidak ada barang yang keluar dari perusahaan tanpa ada otorisasi dari yang berwenang. Otorisasi ini dapat berupa surat order pengiriman yang telah ditandatangani oleh fungsi penjualan.
e. Fungsi penagihan
Fungsi ini bertanggung jawab untuk membuat dan mengirimkan faktur penjualan kepada pelanggan, serta menyediakan copy faktur bagi kepentingan pencatatan taransaksi penjualan oleh fungsi akuntansi.

f. Fungsi akuntansi 

Fungsi ini bertanggung jawab untuk mencatat piutang yang timbul dari transaksi penjualan kredit dan membuat serta mengirimkan pernyataan piutang kepada para debitur serta membuat laporan penjualan.

2.2.2 Dokumen Yang Digunakan



Menurut Mulyadi dokumen yang digunakan dalam penjualan kredit adalah :

“Dokumen yang digunakan dalam penjualan kredit dalah (1) surat order pengiriman dan tembusannya, (2) faktur dan tembusannya, (3) Rekapitulasi harga pokok pnjualan, (4) bukti memorial” (2001:214)
Penjelasan dari dokumen penjualan kredit adalah sebagai berikut:

a. Surat order pengiriman

Surat order pengiriman merupakan dokumen pokok untuk memproses penjualan kredit kepada pelanggan. Dokumen ini merupakan lembar pertama surat order pengiriman yang memberikan otorisasi kepada fungsi pengiriman untuk mengirimkan jenis barang dengan jumlah dan spesifikasi harga seperti yang tertera diatas dokumen tersebut.

b. Faktur penjualan


Faktur penjualan merupakan dokumen yang dipakai sebagai dasar untuk mencatat timbulnya piutang. Dokumen ini merupakan lembar pertama yang dikirim oleh fungsi penagihan kepada pelanggan. Jumlah lembar faktur penjualan yang dikirim kepada pelanggan adalah tergantung dari permintaan pelanggan. 
c. Rekapitulasi harga pokok penjulan

Rekapitulasi harga pokok penjualan merupakan dokumen pendukung yang digunakan untuk menghitung total harga pokok produk yang dijual selama periode akuntansi tertentu.

d. Bukti memorial


Bukti memorial merupakan dokumen sumber untuk dasar pencatatan ke dalam jurnal umum.

2.2.3 Catatan Akuntansi Yang Digunakan

Menurut Mulyadi catatan akuntansi yang digunakan dalam penjualan kredit adalah :

“Catatan yang digunakan dalam penjualan kredit adalah: (a) jurnal penjualan, (b) kartu piutang, (c) kartu persediaan, (d) kartu gudang, (e) jurnal umum”. (2001:218)
Penjelasan dari catatan akuntansi yang digunakan adalah sebagai berikut:
a. Jurnal penjualan 
Catatan akuntansi ini digunakan untuk mencatat transaksi penjualan, baik secara tunai maupun kredit.

b. Kartu piutang

Catatan akuntansi ini merupakan buku pembantu yang berisi rincian mutasi piutang perusahaan kepada tiap-tiap debiturnya.

c. Kartu persediaan

Catatan akuntansi ini merupakan buku pembantu yang berisi rincian mutasi setiap jenis persediaan.
d. Kartu gudang


Catatan ini diselenggarakan oleh fungsi gudang untuk mencatat mutasi dan persediaan fisik barang yang disimpan di gudang.
e. Jurnal umum
Catatan akuntansi ini digunakan untuk mencatat harga pokok produk yang dijual selama periode akuntansi tertentu.
2.2.4
Prosedur Penjualan Kredit


Menurut Mulyadi rosedur penjualan kredit adalah :



“Jaringan prosedur yang membentuk sistem penjualan kredit adalah (a) Prosedur order penjualan, (b) Prosedur persetujuan kredit (c) Prosedur pengiriman (d) Prosedur penagihan (e) Prosedur pencatatan piutang (f) Prosedur distribusi penjualan (g) Prosedur pencatatan harga pokok penjualan”. (2001:219)
Penjelasan dari prosedur penjualan kredit adalah sebagai berikut:
a. Prosedur order penjualan

Dalam prosedur ini, fungsi penjualan menerima order dari pembeli dan menambahkan informasi penting pada surat order dari pembeli. Fungsi penjualan kemudian membuat surat order pengiriman dan mengirimkannya kepada berbagai fungsi yang lain untuk memungkinkan fungsi tersebut memberikan kontribusi dalam melayani order dari pembeli.
b. Prosedur persetujuan kredit

Dalam prosedur ini, fungsi penjualan menerima persetujuan kredit kepada pembeli tertentu dari fungsi kredit.
c. Prosedur pengiriman


Dalam prosedur ini, fungsi pengiriman mengirimkan barang kapada pembeli sesuai dengan informasi yang tercantum dalam surat order pengiriman yang diterima dari fungsi pengiriman.
d. Prosedur penagihan

Dalam prosedur ini, fungsi penagihan membuat faktur penjualan dan mengirimkannya kepada pembeli.
e. Prosedur pencatatan piutang

Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi mencatat tembusan faktur penjualan kedalam kartu piutang atau dalam metode pencatatan tertentu mengarsipkan dokumen tembusan menurut abjad yang berfungsi sebagai catatan piutang.

f. Prosedur distribusi penjualan


Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi mendistribusikan data penjualan menurut informasi yang diperlukan oleh manajemen.
g. Prosedur pencatatan harga pokok penjualan


Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi mencatat secara periodik total harga pokok produk yang dijual dalam periode akuntansi tertentu.

Untuk lebih jelasnya prosedur penjualan kredit dapat dilihat pada lampiran 1
2.2.5 Unsur Pengendalian Intern Penjualan Kredit

Menurut Mulyadi unsur pokok pengendalian intern penjualan kredit adalah:

“Unsur pokok pengendalian intern penjualan kredit terdiri dari (1) organisasi, (2) sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, (3) praktik yang sehat”. (2001:220)
Penjelasan unsur pokok penjualan kredit adalah sebagai berikut:
1. Organisasi

a. Fungsi penjualan harus terpisah dari fungsi kredit

Pemisahan kedua fungsi ini dimaksudkan untuk menciptakan pengecekan intern terhadap transaksi penjualan kredit. Dalam transaksi penjualan, fungsi penjualan mempunyai kecenderungan untuk menujal barang sebanyak-banyaknya, yang seringkali mengabaikan dapat ditagih atau tidaknya piutang yang timbul dari transaksi tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pengecekan intern terhadap status kredit pembeli sebelum transaksi penjualan dilaksanakan. Fungsi kredit diberi wewenang untuk menolak pemberian kredit kepada seorang pembeli berdasarkan analisis terhadap pelunasan piutang yang dilakukan oleh pembeli tersebut dimasa lalu. Dengan dipisahkannya fungsi penjualan dari fungsi kredit, resiko tidak tertagihnya piutang dapat dikurangi.

b. Fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi penjualan dan fungsi kredit

Salah satu unsur pokok pengendalian intern mengharuskan pemisahan fungsi operasi, fungsi penyimpanan dan fungsi akuntansi. Dalam penjualan kredit, fungsi akuntansi yang melaksanakan pencatatan piutang harus dipisahkan dari fungsi operasi yang melaksanakan transaksi penjualan dan dari fungsi kredit yang mengecek kemampuan pembeli dalam melunasi kewajibannya. Dengan dipisahkannya tiga fungsi pokok tersebut, catatan piutang dapat dijamin ketelitian dan keandalannya serta kekayaan (piutang) dapat dijamin keamanannya (piutang dapat ditagih).

c. Fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi kas

Fungsi akuntansi yang bertanggung jawab atas pencatatan piutang berada ditangan bagian piutang dan fungsi kas yang bertanggung jawab atas penerimaan kas yang berasal dari pelinasan piutang berada ditangan bagian kasa. Pemisahan kedua fungsi pokok ini akan mencegah terjadinya manipulasi catatan piutang yang dikenal dengan julukan lapping. Lapping merupakan bentuk kecurangan penerimaan kas dari piutang yang terjadi jika fungsi pencatatan piutang dan fungsi penerimaan kas dari piutang berada ditangan satu karyawan. Karyawan tersebut mempunyai keempatan melakukan kecurangan yang disebut lapping dengan cara menunda pencatatan penerimaan kas dari seorang debitur, menggunakan kas yang diterima dari debitur untuk kepentingan pribadinya, dan menutupi kecurangannya dengan cara mencatat kedalam kartu piutang debitur tersebut dari penerimaan kas dari debitur.
d. Transaksi harus dilaksanakan oleh lebih satu orang atau lebih dari satu fungsi

Setiap transaksi harus dilaksanakan dengan melibatakan lebih dari satu karyawan atau lebih dari satu fungsi. Dengan menggunakan unsur pengendalian intern tersebut, setiap pelaksanaan transaksi selalu akan tercipta internal check yang mengakibatkan pekerjaan karyawan yang satu dicek ketelitian dan keandalannya oleh karyawan lain. Oleh karena itu, dalam penjualan kredit harus dirancang unsur pengendalian intern berikut ini: Transaksi penjualan kredit harus dilaksanakan oleh fungsi penjualan, fungsi kredit, fungsi pengiriman, fungsi penagihan, dan fungsi akuntansi. Tidak ada transaksi penjualan kredit yang dilaksanakan secara lengkap hanya oleh satu fungsi tersebut. 

2. Otorisasi dan Prosedur pencatatan

a. Penerimaan order dari pembeli diotorisasi oleh fungsi penjualan dengan menggunakan formulir surat order pengiriman

Transaksi penjualan dimulai dengan diterimanya order dari pembeli. Sebagai awal kegiatan penjualan, fungsi penjualan mengisi formulir surat order pengiriman untuk memungkinkan berbagai pihak melaksanakan pemenuhan berbagai order yang diterima dari pembeli. Persetujuan dimulainya kegiatan penjualan diwujudkan dalam bentuk tanda tangan otorisasi dari fungsi penjualan pada formulir surat order pengiriman. Dengan demikian fungsi penjualan ini bertanggung jawab atas perintah pengiriman yang ditujukan kepada fungsi pengiriman dalam pemenuhan order yang diterima dari pembeli.

b. Persetujuan pemberian kredit diberikan oleh fungsi kredit dengan membubuhkan tanda tangan pada surat order pengiriman

Untuk mengurangi resiko tidak tertaguhnya piutang, transaksi penjualan kredit harus mendapatkan otorisasi dari fungsi kredit, sebelum barang dikirimkan kepada pembeli. Otorisasi ini berupa tandatangan kepala bagian kredit dalam dokumen credit copy, yang merupakan tembusan surat order pengiriman.

c. Pengiriman barang kepada pelanggan diotorisasi oleh fungsi pengiriman dengan cara menandatangani dan membubuhkan cap “Sudah Dikirim” pada surat order pengiriman

Sebagai bukti telah dilaksanakannya pengiriman barang, fungsi pengiriman membubuhkan tanda tangan otorisasi dan cap “sudah dikirim” pada copy surat order pengiriman. Dokumen ini dikirimkan oleh fungi pengiriman ke fungsi penagihan sebagai bukti telah dilaksanakannya pengiriman barang sesuai dengan perintah pengiriman barang yang diterbitkan oleh fungsi penjualan, sehingga fungsi penagihan daoat segera melaksanakan pengiriman faktur penjualan sebagai dokumen penagihan piutang.

d. Penetapan harga jual, syarat penjualan, syarat pengangkutan barang dan potongan penjualan berada ditangan direktur pemasaran dengan penerbitan surat keputusan mengenai hal tersebut

Harga jual yang berlaku, syarat penjualan, syarat pengangkutan barang, dan potongan penjualan harus ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Dengan demikian pengisian informasi ke dalam surat order pengiriman dan faktur penjualan harus didasarkan pada informasi harga jual, syarat penjualan, dan potongan penjualan yang ditetapkan oleh direktur pemasaran.

e. Terjadinya piutang diotorisasi oleh fungsi penagihan dengan membubuhkan tanda tangan pada faktur penjualan

Terjadinya piutang yang menyebabkan kekayaan perusahaan bertambah diakui dan dicatat berdasarkan dokumen faktur penjualan. Faktur  penjualan ini dibuat berdasarkan dokumen copy surat order pengiriman. Pengisian informasi harga satuan dan syarat penjualan ke dalam faktur penjualan harus didasarkan pada harga satuan dan syarat penjualan lain yang telah ditetapkan oleh direktur pemasaran. Dengan telah dibubuhkannya tanda tangan oleh fungsi penagihan pada faktur penjualan berarti bahwa:

1. Fungsi penagihan telah memeriksa kelengkapan bukti pendukung 

2. Fungsi penagihan telah mencatat harga satuan barang yang dijual berdasarkan harga satuan yang yang tercantum dalam surat keputusan Direktur Pemasaran

3. Fungsi penagihan telah mendasarkan pencantuman informasi kuantitas barang yang dikirim dalam faktur penjualan berdasarkan kuantitas barang yang tercantum dalam copy surat pengiriman barang.
f. Pencatatan kedalam catatan akuntansi harus didasarkan atas dokumen sumber yang dilampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap

Catatan akuntansi harus diisi informasi yang berasal dari dokumen sumber yang sahih (valid). Kesahihan dokumen sumber dibuktikan dengan dilampirkannya dokumen pendukung yang lengkap, yang telah diotorisasi oleh pejabat yang berwenang. Dalam sistem penjualan kredit, pencatatan mutasi piutang harus didasarkan oleh dokumen sumber dan dokumen pendukung  berikut ini “Pencatatan terjadinya piutang didasarkan atas faktur penjualan yang didukung dengan surat order pengiriman”.

g. Pencatatan kedalam catatan akuntansi harus dilakukan oleh karyawan yang diberi wewenang untuk itu yaitu bagian akuntansi 

Setiap pencatatan ke dalam catatan akuntansi harus dilakukan oleh karyawan yang diberi wewenang untuk mengubah catatan akuntansi tersebut. Setelah karyawan tersebut memutakhirkan (up date) catatan akuntansi berdasarkan dokumen sumber, ia harus membubuhkan tanda tangan dan tanggal pada dokumen sumber sebagai bukti telah dilakukannya pengubahan data yang dicatat dalam catatan akuntansi pada tanggal tersebut. Dengan cara ini maka tanggung jawab atas pengubahan catatan aluntansi dapat dibebankan kepada karyawan tertentu, sehingga tidak ada satu pun perubahan data yang dicantumkan dalam catatan akuntansi yang tidak dipertanggungjawabkan.
3. Praktik yang sehat

a. Penggunaan formulir bernomor urut tercetak

Untuk menciptakan praktik yang sehat, formulir penting yang digunakan perusahaan harus bernomor urut tercetak dan penggunaan nomor urut tersebut dipertanggungjawabkan oleh yang memiliki wewenang untuk menggunakan formulir tersebut. Oleh karena itu, dalam sistem penjualan, formulir pokok surat order pengiriman dan faktur penjualan harus bernomor urut tercetak dan penggunaan nya dipertanggungjawabkan oleh fungsi yang bersangkutan.

b. Secara periodik fungsi akuntansi mengirim konfirmasi piutang kepada setiap debitur untuk menguji ketelitian catatan piutang yang diselenggarakan oleh fungsi tersebut

Untuk mengecek ketelitian catatan piutang perusahaan, secara periodik fungsi akuntansi diharuskan membuat pernyataan piutang dan mengirimkannya kepada debitur yang bersangkutan. Dengan cara ini data yang dicatat dalam kartu piutang dicek ketelitiannya oleh debitur yang bersangkutan, sehingga pengiriman secara periodik pernyataan piutang ini akan menjamin ketelitian data akuntansi yang dicatat oleh perusahaan.

c. Secara periodik dilaksanakan rekonsiliasi kartu piutang dengan rekening kontrol piutang dalam buku besar

Rekonsiliasi merupakan cara pencocokan dua data yang dicatat dalam akuntansi yang berbeda namun berasal dari sumber yang sama. Dalam pencatatan piutang, dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan piutang adalah faktur penjualan. Data dari dokumen ini dicatat melalui dua jalur, yaitu dicatat kedalam jurnal dan kemudian diringkas kedalam rekening kontrol piutang dalam buku besar, kedua dicatat dalam kartu piutang sebagai rincian rekening kontrol yang tercantum dalam buku besar. 

2.3 Piutang

Menurut Soemarso pengertian piutang adalah:

“Piutang (trade receivable) adalah piutang yang berasal dari penjualan barang dan jasa yang merupakan kegiatan usaha normal perusahaan”. (2005:338)


Menurut Sukrisno Agoes pengertian piutang usaha adalah:

“Piutang usaha adalah piutang yang berasal dari penjualan barang atau jasa secara kredit”. (2004:183)

 Menurut Warren Reeve Fess  yang diterjemahkan oleh Aria Farahmita, Amanugrahani dan Taufik Hendrawan pengertian piutang adalah:

“Istilah piutang (receivable) meliputi semua klaim dalam bentuk uang terhadap pihak lainnya, termasuk individu, perusahaan, atau organisasi lainnya”. (2005:404)
Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa piutang usaha adalah piutang yaitu timbul dari kegiatan usaha perusahaan yaitu penjualan kredit. Piutang dicatat dengan mendebit akun piutang usaha. Piutang usaha semacam ini normalnya diperkirakan akan tertagih dalam periode waktu yang relatif pendek, seperti 30 atau 60.

2.3.1
Klasifikasi piutang

Klasifikasi piutang menurut Sukrisno Agoes adalah: 

“Piutang menurut sumber terjadinya digolongkan kedalam dua kategori yaitu piutang usaha dan piutang lain-lain”. (2004:183)

Piutang usaha adalah piutang yang berasal dari penjualan barang atau jasa secara kredit. Piutang lain-lain adalah piutang yang timbul dari transaksi diluar kegiatan usaha normal perusahaan. Piutang usaha dan piutang lain-lain yang diharapkan bisa ditagih dalam waktu satu tahun atau kurang diklasifikasikan sebagai piutang lancar.

2.3.2 Piutang Tak Tertagih


Menurut Warren Reeve Fess  yang diterjemahkan oleh Aria Farahmita, Amanugrahani dan Taufik Hendrawan pengertian piutang tak tertagih adalah:


“Beban operasi yang muncul karena tidak tertagihnya piutang dinamakn beban piutang tak tertagih (uncolectible accounts expense), beban piutang sangsi (bad debt expense), atau bebab piutang ragu-ragu (doubtful accounts expense)”. (2005:407)

 
Tanpa memperhatikan kriteria yang digunakan dalam pemberian kredit dan prosedur penagihan yang diterapkan, biasanya sebagian dari penjualan kredit dipastikan tidak akan tertagih. Tidak ada satu pun ketentuan umum yang dapat digunakan untuk menentukan kapan suatu piutang  menjadi tidak tertagih. Jika seorang debitur gagal untuk membayar piutang sesuai dengan kontrak penjualan atau belum dibayar saat jatuh tempo, tidak berarti bahwa utang-utang tersebut tidak akan dapat ditagih. Bangkrutnya debitur adalah salah satu petunjuk yang paling signifikan mengenai tidak tertagihnya sebagian atau seluruh piutang. Petunjuk lainnya meliputi penutupan bisnis pelanggan atau gagalnya upaya penagihan setelah dilakukan beberapa kali usaha. 

2.3.3 Penilaian dan Pelaporan


Menurut Soemarso penilaian dan pelaporan piutang adalah:
“…piutang dinilai sebesar jumlah yang diharapkan dapat diterima dan piutang dilaporkan sebesar uang yang diharapkan akan diterima dari piutang yang bersangkutan”. (2005:338)


Untuk tujuan pelaporan, piutang dinilai sebesar jumlah yang diharapkan dapat diterima. Jumlah ini belum tentu sama dengan jumlah yang secara formal tercantum sebagai piutang. Perbedaan disebabkan perusahaan telah mengurangkan dari jumlah piutangnya, penyisihan terhadap piutang-piutang yang tidak akan tertagih. Piutang –piutang yang diperkirakan tidak akan tertagih dicatat sebagai beban. Dengan dasar penilaian ini, piutang dilaporkan sebesar uang yang diharapkan akan diterima dari piutang yang bersangkutan. Konsep penilaian demikian menunjukan bahwa aktiva harus dinilai sebesar manfaat yang akan diterima dimasa yang akan datang. 

2.3.4 Metode Pencatatan Piutang Tak Tertagih

Menurut Warren Reeve Fess  yang diterjemahkan oleh Aria Farahmita, Amanugrahani dan Taufik Hendrawan tentang metode pencatatan piutang:
“Terdapat dua metode untuk mencatat piutang yang diperkirakan tidak akan tertagih yaitu metode penyisihan (allowance method) membuat akun beban piutang tak tertagih sebelum piutang tersebut dihapus dan metode penghapusan langsung (direct write-off methode) mengakui beban bahwa hanya pada saat piutang dianggap benar-benar tidak dapat ditagih lagi”. (2005:407)

1. 
Metode Penyisihan Piutang Tak Tertagih (allowance method)


Menurut Soemarso penyisihan piutang tak tertagih adalah:

“Terdapat dua cara untuk menaksir jumlah piutang tak tertagih yaitu berdasarkan saldo piutang dan berdasarkan saldo penjualan”. (2005:339)

Penjelasan dari kutipan diatas adalah:

a.
Penyisihan atas dasar saldo piutang

Penyisihan piutang tak tertagih yang didasarkan atas saldo piutang dapat dilakukan dengan jalan menetapkan suatu persentase terhadap saldo piutang. Biasanya saldo piutang yang dipakai adalah rata-rata antara saldo piutang pada awal dan akhir periode. Disamping berdasarkan saldo rata-rata piutang pada awal dan akhir periode, penyisihan piutang tak tertagig juga dapat dihiyung atas dasar persentase tertentu terhadap golongan umur piutang pada akhir periode.

b. Penyisihan atas saldo penjualan 

Perhitungan penyisihan piutang tak tertagih dengan cara ini dilakukan dengan menetapkan suatu persentase tertentu terhadap penjualan. Sedapat mungkin angka penjualan yang dipakai adalah penjualan kredit. Akan tetapi, apabila untuk memperoleh angka tersebut diperlukan terlalu banyak waktu dan biaya maka persentase dapat juga didasarkan atas total penjualan. 

2. Metode Penghapusan Langsung

Menurut Soemarso metode penghapusan langsung adalah:
“Metode penghapusan langsung (direct write-off method) adalah metode yang mencatat kerugian karena tidak tertagihnya piutang pada saat piutang yang bersangkutan diputuskan untuk dihapuskan”. (2005:345)

Kadang-kadang suatu perusahaan tidak melakukan penyisihan untuk piutang-piutang yang mungkin tidak tertagih. Hal ini dapat dibenarkan sepanjang kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya piutang adalah kecil. Kalau sebagian penjualan dilakukan tunai, atau apabila jumlah pelanggan sedikit dan terdiri dari perusahaan-perusahaan yang secara financial sangat kuat metode penghapuskan dapat diterapkan. Dalam keadaan demikian, pada akhir tahun perusahan tidak perlu membuat penyisihan untuk piutang-piutang yang mungkin tidak tertagih.

Apabila pada suatu saat diketemukan bahwa piutang dari pelanggan tertentu, oleh karena sesuatu sebab tidak akan tertagih dan manajemen perusahaan memutuskan untuk menghapuskannya, maka baru pada saat inilah kerugian karena tidak tertagihnya piutang dicatat. Metode yang demikian, yaitu mencatat kerugian karena tidak tertagihnya piutang pada saat piutang yang bersangkutan diputuskan untuk dihapuskan, disebut metode penghapusan langsung (direct write-off method).

2.3.5 Penghapusan Piutang
Penyisihan piutang tak tertagih merupakan pembebanan kemungkinan rugi karena tidak tertagihnya piutang. Jumlah yang tercantum didalamnya merupakan suatu taksiran. Adakalanya telah dapat dipastikan bahwa piutang kepada seorang pelanggan tertentu tidak akan dapat ditagih. Sebabnya macam-macam, misalnya karena pelanggan yang bersangkutan telah dinyatakan pailit., atau lari keluar negeri. Tehadap piutang yang demikian harus dihapuskan. 

Menurut Soemarso penghapusan piutang adalah:

“…penghapusan piutang (receivable write-off) berbeda dengan penyisihan piutang tak tertagih. Dalam penghapusan piutang, saldo piutang kepada pelanggan tertentu dikeluarkan dari catatan perusahaan”.(2005:343) 

Dengan penghapusan piutang tersebut, nama dan saldo piutang pelanggan yang bersangkutan tidak akan muncul lagi dalam rincian piutang. Terhadap piutang yang telah dihapuskan perlu dibuat daftar nominatif yang memuat nama dan alamat debitur, tanggal pinjaman diberikan serta saldo piutang yang dihapuskan.

2.3.6 Umur Piutang 
Menurut Soemarso umur piutang adalah:
“Umur piutang adalah jangka waktu sejak dicatatnya transaksi penjualan sampai dengan saat dibuatnya daftar piutang”. (2005:346)

Salah satu cara untuk menghitung penyisihan piutang tak tertagih adalah dengan menerapkan persentase berbeda terhadap kelompok umur piutang tertentu. Setiap akhir periode akuntansi dibuat daftar piutang. Ini adalah rician saldo piutang menurut nama pelanggan pada suatu saat tertentu. Agar dapat diketahui berapa lama piutang suatu pelanggan telah berlalu, daftar piutang biasanya dikelompokkan menurut umur. Umur piutang adalah jangka waktu sejak dicatatnya transaksi penjualan sampai dengan saat dibuatnya daftar piutang. Biasanya umur piutang dikelompokkan menurut jumlah hari tertentu.
2.4.
Peranan Pengendalian intern Penjualan Kredit Dalam Meminimalkan Terjadinya Piutang Tak Tertagih


Penjualan kredit dilaksanakan oleh perusahaan dengan cara mengirimkan barang sesuai dengan order yang diterima dari pembeli dan untuk jangka waktu tertentu perusahaan mempunyai tagihan kepada pembeli tersebut. Bagi perusahaan dagang atau jasa, kegiatan penjualan tunai dan kredit merupakan salah satu aktivitas utama perusahaan untuk memperoleh laba. Setiap penjualan barang atau jasa menimbulkan adanya hak dan kewajiban bagi pihak penjual maupun pembeli. Penjualan tunai dilaksanakan oleh perusahaan dengan cara mewajibkan pembeli melakukan pembayaran harga barang terlebih dahulu sebelum barang diserahkan kepada pembeli sedangkan dalam penjualan kredit kewajiban penjual adalah menyerahkan barang atau jasa sesuai kesepakatan bersama dengan pembelinya dan kewajiban pembeli adalah membayar sejumlah uang atas barang atau jasa yang telah dibelinya pada waktu yang telah ditentukan. Penjualan barang atau jasa secara kredit akan menimbulkan terjadinya piutang usaha. Piutang usaha yang dapat ditagih merupakan sumber penerimaan kas sedangkan piutang usaha yang tidak dapat ditagih akan menimbulkan terjadinya piutang tak tertagih.

Menurut Mulyadi menyatakan bahwa:

“…Untuk menghindari tidak tertagihnya piutang, setiap penjualan kredit yang pertama kepada seorang pembeli selalu didahului dengan analisis terhadap dapat atau tidaknya pembeli tersebut diberi kredit”. (2001:210)
Menurut Warren Reeve Fess yang diterjemahkan oleh Aria Farahmita Amanugrahani dan Taufik Hendrawan menyatakan bahwa: 

“… Perusahaan berupaya membatasi nilai piutang tak tertagih dengan menerapkan beragam perangkat pengendalian. Pengendalian yang paling penting disini berhubungan dengan fungsi pengesahan kredit”. (2005:406)


Dari kutipan diatas jelas terlihat bahwa perusahaan harus berupaya menerapkan pengendalian, terutama pengendalian yang berhubungan dengan penjualan kredit, diantaranya pengendalian terhadap fungsi pengesahan kredit Pengendalian ini biasanya melibatkan penyelidikan atas kredibilitas pelanggan dengan menggunakan referensi dan pemeriksaan atas latar belakang pelanggan serta menganalisis setiap calon pembeli sebelum penjualan kredit dilaksanakan. Jadi Apabila perusahaan dapat mengawasi dan mengendalikan aktivitas penjualan kredit maka piutang tak tertagih dapat diminimalkan, sehingga jumlah uang yang dibayar oleh pelanggan dapat diterima perusahaan pada waktu yang tepat serta dapat menunjang tercapainya tujuan perusahaan yaitu memperoleh laba. Maka dari itu, pengendalian intern harus dijalankan sebaik-baiknya karena  pengendalian intern yang lemah akan menyebabkan terjadinya kesalahan, ketidakakuratan ataupun kecurangan dalam perusahan sangat besar dan kerugian bagi perusahaan seperti terjadinya piutang tak tertagih.
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